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This study aims to analyze the legal liability of banks for losses suffered
by non-debtor business actors due to the placement of “debt arrears”
labels. This research uses a normative legal method with statutory and
conceptual approaches. The results indicate that the bank’s actions can be
classified as unlawful acts, as they fulfill elements of conduct, fault,
damage, and causal relationship. Furthermore, such actions potentially
violate prudential principles, consumer protection, and rights to dignity
and personal data. Therefore, banks are obligated to provide
compensation to non-debtors to ensure justice, legal certainty, and
protection of individuals from improper debt collection practices.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban hukum bank
atas kerugian yang dialami pelaku usaha non debitur akibat penempelan
label menunggak. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum
normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa tindakan bank dapat dikategorikan
sebagai perbuatan melawan hukum karena memenuhi unsur adanya
perbuatan, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal. Selain itu,
tindakan tersebut berpotensi melanggar prinsip  kehati-hatian,
perlindungan konsumen, serta hak atas kehormatan dan data pribadi.
Oleh karena itu, bank wajib bertanggung jawab memberikan ganti rugi
kepada pihak non debitur guna mewujudkan keadilan dan kepastian
hukum.
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Pendahuluan

Bank telah dikenal luas oleh masyarakat, khususnya di negara-negara berkembang termasuk

Indonesia, sebagai lembaga keuangan yang memiliki peran penting dalam menunjang berbagai

aktivitas keuangan. Bank Adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam

bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentukbentuk

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak,sebagaimana ditegaskan dalam Pasal

1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Bank memiliki fungsi utama sebagai lembaga intermediasi (financial intermediary) yaitu,
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menyalurkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana kepada pihak yang memerlukan dana.
Bentuk penyaluran dana terhadap pihak yang membutuhkan dana, dilakukan melalui pemberian
kredit.

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain
mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan
pemberian bunga, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1998 tentang Perbankan.Pemberian kredit oleh bank menimbulkan hubungan hukum antara
bank dan peminjam. Bank memiliki peran sebagai kreditur, yaitu sebagai pihak yang memberi dana,
sedangkan pihak peminjam memiliki peran sebagai debitur, yaitu sebagai pihak yang menerima
dana dari kreditur.Penagihan kredit oleh bank pada dasarnya hanya dapat dilakukan apabila
sebelumnya telah terdapat hubungan hukum yang lahir dari suatu perjanjian antara bank sebagai
kreditur dengan pihak peminjam sebagai debitur, perjanjian tersebut biasanya dituangkan dalam
bentuk perjanjian kredit.

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan
dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1313 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata. Subekti dalam bukunya, mendefinisikan perjanjian itu terjadi saat
seseorang memberikan janji kepada orang lain atau ketika kedua belah pihak bersepakat untuk
melakukan tindakan tertentu, sehingga dapat menimbulkan suatu hubungan perikatan.

Azaz konsensualitas (consensualism) mendasari bahwa tercapainya suatu kesepakatan
timbul dari adanya suatu perjanjian dan perikatan. Suatu perjanjian dapat dikatan sah apabila
memenuhi syarat perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (KUHPerdata) yaitu, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: (1) sepakat
mereka yang mengikatkan dirinya, (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan, (3) suatu hal
tertentu, (4) suatu sebab yang halal.

Perjanjian kredit merupakan kesepakatan tertulis antara bank sebagai pemberi kredit dan
debitur sebagai penerima kredit, perjanjian ini menetapkan syarat-syarat dan ketentuan terkait
dengan pemberian kredit, termasuk jumlah pinjaman, bunga, jangka waktu, kewajiban pembayaran
angsuran, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta serta mekanisme penagihan apabila
debitur tidak memenuhi kewajibannya. Penagihan kredit harus dilaksnakan berdasarkan prosedur
yang telah ada dan sesuai kesepakatan antara kreditur dan debitur.

Kegiatan penyaluran kredit tidak dapat dilepaskan dari risiko terjadinya kredit bermasalah
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yang mendorong bank untuk melakukan upaya penagihan kepada debitur. Namun dalam
pelaksanaannya, tidak jarang ditemukan tindakan penagihan yang melampaui batas kewajaran,
salah satunya berupa perbuatan sepihak bank dalam melakukan penagihan kredit terhadap debitur
yang wanprestasi, salah satunya dengan cara memasangkan stiker serta membuat tulisan di rumah
debitur yang wanprestasi dengan menggunakan cat,sebagai peringatan bahwa properti berada dalam
pengawasan bank.

Permasalahan hukum juga muncul ketika tindakan tersebut tidak hanya berdampak pada
debitur, tetapi juga berdampak pada pihak lain yang bukan debitur (non debitur), yaitu tindakan
penagihan kredit yang dilakukan oleh bank terhadap pihak yang sama sekali tidak memiliki
hubungan hukum dengan bank. Fenomena tindakan penagihan bank tersebut menimbulkan
persoalan serius dalam praktik perbankan.

Praktik tersebut tercermin dalam kasus yang dialami oleh seorang pedagang ayam kampung
bernama Samsuri yang mendapati rumah di Desa Patihan Wetan, Kecamatan Babadan, Kabupaten
Ponorogo, Jawa Timur ditempeli stiker besar bertuliskan “Penunggak hutang” oleh bank BRI Unit
Pasar Pon Ponorogo. Stiker tersebut ditempel ditujukan untuk tunggakan kredit atas nama Ornaldo,
berupa kredit (pinjaman) yang menjaminkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Samsuri, tetapi
jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) digunakan tanpa sepengetahuan atau izin yang bersangkutan.
Angger Diva Orlando padahal bukan anggota penghuni rumah Samsuri. Namun, Samsuri
menyatakan bahwa, ia bukanlah nasabah Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan bukan debitur, serta
tidak pernah melakukan pinjam ke bank tersebut. Namun, Pemimpin Kantor Cabang BRI Ponorogo
bernama Agus Adi Hermanto mengklaim bahwa penagihan kredit tersebut dilakukan oleh petugas
sudah sesuai dengan alamat lokasi yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) debitur, dan
dilaksanakan sesuai kesepakatan oleh debitur yang tertuang dalam suatu surat pengakuan utang.

Sejak pemasangan stiker tersebut, pendapatan Samsuri dari penjualan ayam turun drastis
dari yang awalnya Rp.200.000-Rp.300.00 perhari, menjadi hampir nihil sejak pemasangan stiker.
Tindakan penempelan stiker tersebut bukan hanya keliru, tetapi telah mencoreng nama baik,
reputasi pribadi, dan mengakibatkan kerugian meteriil. Karena merasa dipermalukan, Samsuri
mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri (PN) Ponorogo senilai Rp.50 miliar atas
kerugian yang ditimbulkan. Pihak BRI menyatakan bahwa akan menghormati proses hukum yang
berlangsung, dan sempat menemui nasabah dalam melakukan upaya mediasi untuk mendapatkan
penyelesaian

terbaik.
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Berdasarkan kondisi tersebut, tindakan penempelan stiker oleh pihak bank berpotensi
melanggar beberapa norma hukum. Tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan
melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUHPerdata), yang menyatakan bahwa Setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa
kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,
mengganti kerugian tersebut.

Bank melakukan tindakan penagihan kredit terhadap pihak yang sama sekali tidak memiliki
hubungan hukum dengan bank menyebabkan terjadinya kerugian, sehingga memenuhi unsur-unsur
perbuatan melawan hukum, yaitu adanya perbuatan, adanya kesalahan, adanya kerugian, dan
adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Tindakan bank dalam melakukan tindakan penagihan dengan cara menempelkan stiker/label
bertuliskan “penunggak hutang” pada tempat usaha pihak yang bukan debitur berpotensi melanggar
hak atas kehormatan dan martabat seseorang, hak tersebut merupakan bagian dari hak asasi
manusia.

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,kehormatan, martabat, dan
harta benda yang berada di bawah kekuasaannya,serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari
ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia,
sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Tindakan penagihan yang dilakukan bank, menimbulkan stigma sosial dan merugikan
reputasi seseorang dapat dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak konstitusional yang
seharusnya dilindungi oleh hukum.

Tindakan bank dalam memberikan kredit kepada debitur pada permasalahan tersebut juga
melanggar prinsip prinsip 5C, yang meliputi Character (karakter), Capacity (kemampuan), Capital
(modal), Collateral (jaminan), dan Condition of Economy (kondisi ekonomi).

Sebelum bank memberikan kredit atau pinjaman, bank seharusnya melihat apakah calon
penerima kredit benar-benar memiliki itikad baik dalam melaksanakan kredit kedepannya, bank
juga dapat menilai rekam jejak dan kepribadian calon debitur, kemampuan finansial dalam
menjalankan kewajiban pembayaran, modal yang dimiliki sebagai dukungan usaha, jaminan yang
dapat diberikan, hingga suatu kondisi ekonomi yang berpotensi mempengaruhi keberlangsungan
usahanya.

Selain melanggar prinsip 5C, bank juga melanggar prinsip kehatihatian. Prinsip kehati-

75



PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BANK ATAS KERUGIAN YANG DIALAMI USAHA NON
DEBITUR SEBAGAI AKIBAT PENEMPELAN LABEL MENUNGGAK
Dita Dwi Rahmawati ', Yunita Reykasari 2

hatian (Prudencial Principle) menjadi suatu pedoman bagi perbankan, yang menekankan bahwa
bank dalam melaksanakan kegiatan usahanya terutama dalam menghimpun dana dan menyalurkan
dana kepada masyarakat, perlu memiliki kewaspadaan atau kehati-hatian yang tinggi,bertujuan agar
bank selalu dalam kondisi sehat dan efektif saat menjalankan kegiatan usahanya, serta mengikuti
semua ketentuan dan aturan hukum yang berlaku dalam sektor perbankan.

Prinsip kehati-hatian bank ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (2) Undang- Undang Nomor 10
Tahun 1998 tentang Perbankan, yang menyatakan bahwa bank wajib memelihara tingkat kesehatan
bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas,
rentabilitas,solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan
kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Tindakan penagihan kredit oleh bank terhadap pihak yang tidak memiliki hubungan hukum
dengan bank, juga tidak sesuai dengan kewajiban bank yang harus beriktikad baik dalam kegiatan
usahanya. Seharusnya, bank sebagai pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) wajib beriktikad baik
dalam melakukan kegiatan usaha dan/atau memberikan produk dan/atau layanan kepada calon
Konsumen dan/atau Konsumen, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat
Di Sektor Jasa Keuangan.

Tindakan penagihan yang dilakukan oleh bank dengan cara menempelkan stiker/label juga
melanggar norma kerahasiaan bank. Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya sebagai
penghimpun dana dari masyarakat, bank wajib untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi
nasabah penyimpan serta simpanannya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Muhammad Djumhana dalam buku Hermansyah, menegaskan terdapat dua teori mengenai
kerahasiaan bank, pertama teori rahasia bank bersifat mutlak, dimana bank memiliki tanggung
jawab untuk menjaga rahasia nasabah yang diperoleh selama menjalankan kegiatan usahanya dalam
keadaan apapun,baik dalam keadaan nomrmal maupun luar biasa. Kedua, teori rahasia bank bersifat
nisbi, yang menyatakan bahwa bank dapat mengungkapkan informasi nasabah jika ada kebutuhan
mendesak, seperti untuk kepentingan negara.

Meskipun pada dasarnya kerahasiaan bank yang diarahkan pada nasabah penyimpan dan
simpanannya, informasi mengenai kredit atau fasilitas pembiayaan lainnya seharusnya juga tidak
disebarluaskan sembarangan tanpa prosedur hukum yang jelas.

Sisi lainnya, tindakan bank dalam penagihan kredit dengan cara menempelkan stiker/label
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bertuliskan “penunggak hutang”, serta penggunaan kartu tanda penduduk (KTP) yang bukan milik
pribadi, juga berpotensi melanggar hak atas perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam
Pasal 65 ayat (1,2,3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi,
yang menegaskan bahwa:

(1) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan

Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri

sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi.

(2) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi

yang bukan miliknya.

(3) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum Data Pribadi yang bukan

miliknya.

Ketentuan tersebut berlaku untuk siapa saja, baik individu, badan usaha, maupun lembaga,
tidak diperbolehkan untuk mengungkapkan atau membuka, menyebarkan, mempublikasikan, atau
memberikan akses informasi pribadi kepada pihak lain atau kepada publik.

Data pribadi tersebut, seperti data milik orang lain, misalnya nama,alamat, nomor telepon,
status keuangan, atau informasi utang seseorang, tidak boleh disebar luaskan tanpa persetujuan
pemilik data atau tanpa dasar hukum yang sah, misalnya tidak ada perjanjian, kewajiban undang-
undang, atau kepentingan hukum tertentu.

Tindakan penagihan kredit oleh bank harusnya dilakukan sesuai dengan peraturan dan
norma yang berlaku, diatur dalam Peraturan Otorita Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22 Tahun 2023
Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan, yang terdiri dari 3
pasal yaitu:

1. Pasal 60 ayat (1) : Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK)

melakukan penagihan terhadap Konsumen yang melakukan

wanprestasi dalam penggunaan produk kredit atau pembiayaan, PUJK

wajib memberikan surat peringatan sesuai dengan jangka waktu dalam

perjanjian.

2. Pasal 61 ayat (1): Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dapat

melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi

penagihan kredit atau pembiayaan kepada Konsumen sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1).

3. Pasal 63 ayat (1): Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK)
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memiliki produk kredit atau pembiayaan yang mensyaratkan agunan,

Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) wajib memiliki pedoman internal

mengenai pengambilalihan atau penarikan agunan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, tindakan penagihan bank tidak hanya berdampak
pada debitur, yaitu sebagai pihak yang terikat langsung dengan perjanjian kredit, tetapi juga
berpotensi menimbulkan permasalahan hukum apabila tindakan tersebut berdampak pada non
debitur atau pihak yang sama sekali tidak terikat dalam hubungan perjanjian kredit dengan bank,
dan tentunya akan mengakibatkan kerugian bagi pihak non debitur.

Oleh karena itu, guna memperoleh pemahaman yang mendalam dan memberikan kepastian
hukum yang jelas, terhadap akibat tindakan penagihan oleh bank yang menimbulkan kerugian
terhadap non debitur, penulis tertarik untuk mengkajinya dalam suatu penelitian berjudul
“Pertanngungjawaban Hukum Bank Atas Kerugian Yang Dialami Usaha Non Debitur Sebagai
Akibat Penempelan Label Menunggak”.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada
kajian terhadap norma hukum tertulis, asas hukum, serta doktrin yang berkembang dalam ilmu
hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan
pendekatan konseptual (conceptual approach), dengan menelaah berbagai peraturan terkait hukum
perbankan, perbuatan melawan hukum, dan perlindungan konsumen.

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2026 dan tidak terikat pada lokasi tertentu (non-
lapangan), karena menggunakan studi kepustakaan. Sumber data diperoleh dari bahan hukum
primer seperti undang-undang, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian
terdahulu, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

Target atau sasaran penelitian ini adalah analisis pertanggungjawaban hukum bank terhadap
kerugian yang dialami pelaku usaha non debitur akibat tindakan penempelan label menunggak.
Subjek penelitian meliputi bank sebagai pelaku usaha jasa keuangan dan pelaku usaha non debitur
sebagai pihak yang dirugikan.

Prosedur penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pengumpulan bahan hukum,
klasifikasi data, pengolahan data, serta penarikan kesimpulan. Instrumen penelitian yang digunakan
adalah studi dokumentasi berupa pengumpulan dan penelaahan dokumen hukum serta literatur

terkait.
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Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan menafsirkan
dan mengkaji bahan hukum yang telah dikumpulkan secara sistematis untuk menjawab
permasalahan penelitian. Analisis dilakukan dengan menghubungkan antara norma hukum yang
berlaku dengan fakta hukum yang terjadi, sehingga diperoleh kesimpulan mengenai bentuk

pertanggungjawaban hukum bank

Hasil dan Pembahasan
Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan bank dalam melakukan penagihan kredit
dengan cara menempelkan label “penunggak hutang” pada tempat usaha pihak non debitur
merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Temuan utama
(novelty) dari penelitian ini adalah bahwa pertanggungjawaban hukum bank tidak hanya terbatas
pada hubungan kontraktual dengan debitur, tetapi juga dapat meluas kepada pihak non debitur yang
dirugikan akibat tindakan penagihan yang tidak sah.

Berdasarkan analisis, tindakan bank tersebut memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan
hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUHPerdata), yaitu adanya perbuatan, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan
dengan kerugian yang timbul. Perbuatan berupa penempelan label dilakukan tanpa dasar hubungan
hukum dengan pihak non debitur, sehingga menunjukkan adanya kesalahan berupa kelalaian dalam
verifikasi data.

Kerugian yang dialami oleh pihak non debitur meliputi kerugian materiil berupa penurunan
pendapatan usaha, serta kerugian immateriil berupa pencemaran nama baik, hilangnya kepercayaan
konsumen, dan stigma sosial di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan bank telah
melanggar hak atas kehormatan dan martabat seseorang sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat
(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu, tindakan tersebut juga tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan (POJK) Nomor 22 Tahun 2023, khususnya:

. Pasal 60 ayat (1) yang mengharuskan penagihan dilakukan melalui pemberian surat
peringatan,

. Pasal 61 ayat (1) terkait mekanisme penagihan melalui pihak lain, dan

. Pasal 63 ayat (1) mengenai pengelolaan agunan secara internal.

Dengan demikian, bank dapat dimintai pertanggungjawaban hukum dalam bentuk ganti rugi

79



PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BANK ATAS KERUGIAN YANG DIALAMI USAHA NON
DEBITUR SEBAGAI AKIBAT PENEMPELAN LABEL MENUNGGAK
Dita Dwi Rahmawati ', Yunita Reykasari 2

kepada pihak non debitur sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum tersebut.
Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, tindakan penagihan yang dilakukan oleh bank terhadap pihak
non debitur merupakan bentuk pelanggaran hukum yang tidak hanya bertentangan dengan hukum
perdata, tetapi juga melanggar prinsip-prinsip dalam hukum perbankan dan perlindungan
konsumen. Mengacu pada Pasal 1365 KUHPerdata, setiap perbuatan melawan hukum yang
menimbulkan kerugian mewajibkan pelaku untuk memberikan ganti rugi. Dalam kasus ini, unsur-
unsur perbuatan melawan hukum telah terpenuhi secara kumulatif.

Dari sisi unsur perbuatan, penempelan label “penunggak hutang” merupakan tindakan aktif
yang dilakukan oleh bank. Unsur melawan hukum terpenuhi karena tindakan tersebut melanggar
hak subjektif pihak lain serta bertentangan dengan norma kepatutan dan kehati-hatian. Unsur
kesalahan terlihat dari adanya kelalaian bank dalam memastikan keabsahan data debitur dan objek
penagihan. Sementara itu, unsur kerugian dan hubungan kausal terbukti dari dampak langsung
terhadap penurunan pendapatan dan reputasi usaha pihak non debitur.

Dalam perspektif hukum perbankan, tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip kehati-
hatian sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang
Perbankan, yang mewajibkan bank menjalankan kegiatan usahanya secara hati-hati. Selain itu, bank
juga melanggar kewajiban untuk beriktikad baik dalam memberikan layanan kepada masyarakat
sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) POJK Nomor 22 Tahun 2023.

Lebih lanjut, tindakan tersebut juga berpotensi melanggar ketentuan Pasal 40 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan terkait kerahasiaan data nasabah, serta
Pasal 65 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang melarang
pengungkapan data pribadi tanpa dasar hukum yang sah. Penempelan label yang mengandung
informasi status utang dapat dikategorikan sebagai bentuk penyebaran informasi pribadi yang tidak
sah.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, sebagian besar kajian hanya berfokus pada
tanggung jawab bank terhadap debitur dalam hubungan perjanjian kredit. Namun, penelitian ini
memberikan kontribusi baru dengan menunjukkan bahwa pihak non debitur juga memiliki
kedudukan hukum untuk menuntut ganti rugi, meskipun tidak terikat dalam perjanjian. Hal ini
memperluas konsep pertanggungjawaban hukum bank dari yang semula bersifat kontraktual
menjadi juga bersifat deliktual.

Dari perspektif hak asasi manusia, tindakan penempelan label “penunggak hutang” dapat
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dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak atas kehormatan dan martabat seseorang.
Dampak sosial yang ditimbulkan, seperti stigma negatif dan penurunan kepercayaan masyarakat,
menunjukkan bahwa tindakan tersebut tidak hanya merugikan secara ekonomi tetapi juga secara
psikologis.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bank sebagai pelaku usaha jasa keuangan
memiliki tanggung jawab hukum yang luas, tidak hanya terhadap debitur tetapi juga terhadap pihak
lain yang dirugikan akibat kelalaiannya. Oleh karena itu, diperlukan penerapan prinsip kehati-
hatian, itikad baik, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan guna mencegah

terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang.

SIMPULAN

Pertanggungjawaban hukum bank atas tindakan penempelan label “menunggak” pada objek
jaminan milik pihak non debitur, sebagaimana terjadi dalam kasus Samsuri, merupakan bentuk
perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu adanya perbuatan,
sifat melawan hukum, kesalahan (kelalaian dalam verifikasi), kerugian (materiil dan immateriil),
serta hubungan kausal. Tindakan tersebut juga bertentangan dengan prinsip kehatihatian,asas
kepatutan, serta ketentuan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan yang melarang penagihan
secara mempermalukan dan terhadap pihak di luar hubungan hukum. Oleh karena itu, bank sebagai
korporasi bertanggung jawaban berdasarkan liability based on fault tidak hanya secara langsung,
tetapi juga berdasarkan prinsip vicarious liability atas tindakan petugasnya, dengan konsekuensi
memberikan ganti rugi serta melakukan pemulihan terhadap kerugian yang dialami pihak non

debitur.
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